
 

 
 

 
WALIKOTA LANGSA 

 

PROVINSI ACEH 
 

QANUN KOTA LANGSA 
NOMOR 2 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2010  

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  

DI KOTA LANGSA 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA LANGSA, 
 

Menimbang  :   a. bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-XI/2014, dipandang perlu merubah/merevisi 

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Langsa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa 
tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
Di Kota Langsa; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Langsa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4110); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang ... 

SALINAN 



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan ... 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA 

dan 
WALIKOTA LANGSA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN 

KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA 
LANGSA. 

 
 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota 
Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 279) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa merupakan penggunaan jasa 
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung 
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara 

lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka 
pengendalian dan pengawasan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi 
pengendalian dan pengawasan. 

(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 6 ... 



Pasal 6 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan dimaksud. 

(2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya  memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutupi sebagian biaya. 

 
Pasal 7 

 
(1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

ditetapkan berdasarkan RPMT = TP x TR. 
keterangan : 
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

TP : Tingkat Pengguna Jasa. 
TR : Tarif Retribusi. 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah dengan tarif zonasi, ketinggian menara dan jenis 

menara sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun 
ini. 

 

 
PASAL II 

 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Kota Langsa. 
 

 
Ditetapkan di Langsa 

      pada tanggal 13    Februari     2017 M 
16 Jumadil Awal 1438 H 

 

WALIKOTA LANGSA, 
 

ttd 
 

USMAN ABDULLAH 
Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 13     Februari     2017 M 

16 Jumadil Awal 1438 H 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 
 

ttd 
 

SYAHRUL THAIB 

 
LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 2 

 
NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (12/147/2016) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA LANGSA, 

 

 

 

DEWI NURSANTI, SH, MH 

Pembina  (IV/a) 

NIP. 1971042820012002 



LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA  

NOMOR 2 TAHUN 2017 
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN 

KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA 
LANGSA. 

 
 

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  

DI KOTA LANGSA 
 

 
1. Tarif Zonasi 

 

NO ZONASI TARIF (Rp.) 

1 Zonasi Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan Rp.   600.000,- 

2 Zonasi Hunian/Perumahan Rp.   900.000,- 

3 Zonasi Perkantoran Rp.1.200.000,- 

4 Zonasi Perdagangan/Toko/Industri Rp.1.500.000,- 

 

2. Tarif Ketinggian Menara 
 

NO KETINGGIAN MENARA TARIF (Rp.) 

1 7 meter s/d 15 meter 250.000,- 

2 > 15 meter s/d 30 meter 500.000,- 

3 > 30 meter s/d 45 meter 750.000,- 

4 > 45 meter s/d 60 meter 1.000.000,- 

5 > 60 meter s/d 75 meter 1.250.000,- 

6 > 75 meter s/d 90 meter 1.500.000,- 

7 > 90 meter s/d 105 meter 1.750.000,- 

8 > 105 meter 2.000.000,- 

 
3. Tarif Jenis Menara 

 

NO JENIS MENARA TARIF (Rp.) 

1 1 (satu) Operator Telekomunikasi 1.500.000,- 

2 2 (dua) Operator Telekomunikasi 1.200.000,- 

3 3 (tiga) Operator Telekomunikasi 900.000,- 

4 ≥ 4 (empat) Operator Telekomunikasi 600.000,- 

 
 

WALIKOTA LANGSA, 
 

ttd 

 
USMAN ABDULLAH 

 


